
NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAI,T NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISTPASI PEMILIH DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN'ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR

NOMOR

: Pt€70/Un.07/01 lRlHM.Ol t2t2020

: 4/PR.07-NI(01 tKPUltv2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua
Puluh, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MASDAR HILMY, Rektor Universitas lslam Negeri Sunan Ampel, dalam hal ini

bertindak untuk dan atias nama Universitas lslam Negeri Sunan Ampel yang

berkedudukan di Jalan Ahmad yani Nomo|I 17, Surabaya, Jawa Timur,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. ARIEF BUDIMAN, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Komisi pemilihan umum Republik lndonesia
yang berkedudukan di Jalan lmam Bonjol Nomor 29, Jakarta pusat 10310,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEOUA.

UIN SUNAN AMPTTSURABAYA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang

menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama lslam dan program

pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan progEm
pendidikan tinggi ilmu agama lslam berdasarkan peraturan presiden Republik

lndonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang perubahan lnstitut Agama lslam Negeri

Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas lslam Negeri Sunan Ampel

Surabaya; dan

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilihan Umum dan
Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas
melaksanakan Pemilihan Umum dan pemilihan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang_Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201S Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 56s6) sebagaimana terah
beberapa kari diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 1o rahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas undang Undang Nomor I Tahun 2ols tentang
Penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemirihan Gubemur, Bupati, dan wari Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5g98);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20,17 tentang pemilihan Umum (Lembaran
Negara Repubrik rndonesia Tahun 2017 Nomor 1 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 61Og);

3. Undang-undang Repubrik rndonesia Nomor 20 rahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20.12 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negera Republik lndonesia Nomor 5336);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negana Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 71 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negera Tahun

2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55OO);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2o't3 tentang perubahan lnstitut Agama
lslam Negeri sunan Amper surabaya menjadi Universitas lslam Negeri sunan
Ampel Surabaya;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor g rahun 2014 tentang organisasi dan Tata
Kerja Universitas lslam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor g rahun 2017 tentang sosialisasi,
Pendidikan Pemilih dan partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubemur dan
Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1249).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota
Kesepahaman tentang Pengembangan Tri Dharma perguruan Tinggi dalam rangka
Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubemur dan
wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, clan/atau walikota dan wakil walikota,
dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adarah untuk mengatur rencana kefla sama
tentang Pengembangan Tri Dharma perguruan Tinggi dalam rangka
Peningkatan Partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.
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(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman

bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan pengembangan Tri Dharma

Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

a. pelaksanaan program peningkatan pengembangan Tri Dharma perguruan

Tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakit Walikota; dan

b. kegiatan lain yang disepakati oleh pARA plHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk
Perjanjian Kerja sama antara PARA pIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang
telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

dibebankan pada anggaran masing-masing pIHAK sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKAWAKTU
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun

terhitung sejak ditandatangani.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak lainnya.
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(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud

mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

berakhimya Nota Kesepahaman ini

PASAL 6

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur

dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASALT

KORESFONDENSI

(1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil

masingFmasing sebagai penanggung jawab yaitu sebagai berikut:

a, PIHAKKESATU

Pejabat yang ditunjuk : Dekan Fakultas llmu Sosiat dan llmu politik

Universitas lslam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

Kedudukan : Universitas lslam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya

Telepon : (031) 8410298

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik lndonesia

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik

lndonesia, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta

Pusat 10310

Telepon : (021) 31937233

(2) Penunjukan dan penggantian penanggungjawab ditetapkan dengan surat

keputusan pimpinan PARA PIHAK.
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(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada

PARA PIHAK.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul

sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA

PIHAK secara musyawamh untuk mufakat.

PASAL 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik

paling sedikit 1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan

tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam

rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama setelah ditandatanganioleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Rektor Universitras lslam Negeri

Sunan Ampel Surabaya,

HILMY

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik lndonesia,

b
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NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM

PENYELENGGARAAN PE]YIILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN'ATAU WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA

NOMOR

NOMOR

: Pt-670/Un.07/01 lRlHM.o1 1212020

: 4/PR.07-Nru0UKPU[U2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua

Puluh, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MASDAR HILMY, Rektor UniveBitas lslam Negeri Sunan Ampel, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Universitas lslam Negeri Sunan Ampel yang

berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 117, Surabaya, Jawa Timur,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

2. ARIEF BUDIMAN, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik lndonesia

yang berkedudukan di Jalan lmam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

UIN SUNAN AMTEL
S U RA 8 A Y A



a. bahwa PIHAK KESATU adatah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang

menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu agama lslam dan program

pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan progEm

pendidikan tinggi ilmu agama lslam berdasarkan peraturan presiden Republik

lndonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan lnstitut Agama lslam Negeri

Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas lslam Negeri Sunan Ampel

Surabaya; dan

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilihan Umum dan

Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik lndonesaa Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentrang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor

78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4301);

4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor '12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor '158, Tambahan

Lembaran Negera Republik lndonesia Nomor 5336);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 1 9 Tahun 2OOS tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 71,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negera Tahun

2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55OO);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2013 tentang perubahan lnstitut Agama

lslam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi Universitas lslam Negeri Sunan

Ampel Surabaya;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Universitas lslam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2017 tentang Sosialisasi,

Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1249).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota

Kesepahaman tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka

Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

dengan ketentuan sebagai berikut:

(1)

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja sama

tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka

Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur

dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota.
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(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah agar dapat dijadikan sebagai pedoman

bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pengembangan Tri Dharma

Perguruan Tinggi dalam rangka Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan WakilWalikota.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

a. pelaksanaan progrclm peningkatan pengembangan Tri Dharma Perguruan

Tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atiau

Walikota dan WakilWalikota; dan

b. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk

Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang

telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan penaturan

perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun

terhitung sejak ditandatangani.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA

PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak lainnya.
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(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud

mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut

secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

berakhimya Nota Kesepahaman ini

PASAL 6

PERUBAHAN

Penlrbahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur

dalqm bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian

yanE tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASALT

KORESPONDENSI

(1) Untuk melaksanakan Notra Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil

masing-masing sebagai penanggung jawab yaitu sebagai berikut:

a, PIHAKKESATU

Pejabat yang ditunjuk : Dekan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik

Universitas lslam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

Kedudukan : Universitas lslam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, Jl. A. Yani '117 Surabaya

Telepon : (031) 8410298

b. PIHAKKEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Republik lndonesia

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik

lndonesia, Jl. lmam Bonjol No. 29, Jakarta

Pusat 10310

Telepon : (021) 31937233

(2) Penunjukan dan penggantian penanggungjawab ditetapkan dengan surat

keputusan pimpinan PARA PIHAK.
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(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada

PARA PIHAK.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

ApaOila dikemudian hari terjadi perbedaan penatsiran dan permasalahan yang timbul

sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh pARA

PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

I EVALUASI
i

Evafuasi atas pelaksanaan Notra Kesepahaman ini dilaksanakan secam periodik
I

pali{rg sedikit 1 (satu) kalidalam 1 (satu) trahun.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatiangani pada hari, tanggal, bulan dan

tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam

rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Rektor Universitas lslam Negeri

Sunan Ampel Surabaya,

PIHAK KEDUA,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik lndonesia,

-
HILMY ARIEF
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